BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sekunder dan primer terbukti bahwa penelitian ini dapat
menjawab pertanyaan penelitian, “Sampai sejauh mana ketimpangan spasial dalam fungsi produksi
di Wilayah Blitar serta seberapa buruk kegagalan keadilan yang dirasakan oleh para pelaku usaha
mikro dan kecil”. Memang benar ada kesenjangan spasial di Wilayah Blitar antara pelaku usaha yang
tinggal di bagian utara dan selatan Sungai Brantas. Dilihat berdasarkan hasil analisis ketimpangan
dari kondisi geografis, kependudukan, dan ekonomi, Blitar Utara dan Blitar Selatan memiliki
perbedaan karakteristik yang mempengaruhi aktivitas didalamnya. Data yang diperoleh juga
menunjukkan bahwa Blitar Utara memiliki nilai kemudahan akses yang lebih tinggi dibandingkan
Blitar Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena ketimpangan spasial yang terjadi adalah
dengan gap atau kesenjangan yang tidak begitu jauh.

Kajian kegagalan keadilan dalam fungsi produksi pada empat aspek kebijakan meliputi
modal, lahan, kemudahan memulai usaha, dan anti pemburu rente menunjukkan skor kegagalan
keadilan yang tidak begitu parah di Wilayah Blitar. Meskipun pada aspek modal, kenyataan bahwa
kesempatan memperoleh modal dirasakan tidak merata. Hal ini wajar karena modal di Kota Blitar
sangat mudah diperoleh. Sehingga upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan bantuan modal
berupa dana maupun modal fisik menjadi harapan dari para pelaku usaha layaknya yang diperoleh
di Kota Blitar. Seperti telah dijabarkan Sugiri (2009) dalam model pembangunan wilayah berbasis

keadilan, modal sebagi input untuk menghasilkan output berupa kesejahteraan adalah sangat penting.

Kedua adalah aspek lahan, reformulasi kebijakan terhadap pemerataan aspek lahan dapat
dilakukan melalui optimalisasi fungsi pemerintah sebagai pihak pengelola pasar agar tidak dikelola
oleh pihak lain menjadi keperluan mendesak bagi pelaku usaha. Hal ini terjadi di Blitar Utara
sedangkan di Blitar Selatan masih tergolong mudah mendapatkan lahan akibat tingginya permintaan
lahan di Blitar Utara dibandingkan di Blitar Selatan.

Ketiga aspek kemudahan memulai usaha, hampir sebagian besar masyarakat menganggap
fasilitas di perkotaan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Dan yang keempat adalah aspek anti
pemburu rente, telah terjadi peningkatan kegagalan keadilan di Wilayah Blitar yang dapat dengan
mudah dirasakan pelaku usaha. Informasi yang didapatkan adalah persaingan di Blitar Utara tidak
jarang membuat pelaku kecil merugi akibat permainan harga pasar oleh pelaku usaha besar atau

pihak — pihak yang mendapat hak istimewa (privilege).
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Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa, ketimpangan yang terjadi di Wilayah Blitar
lebih dirasakan masyarakat Wilayah Blitar pada aspek spasial seperti kondisi geografis,
kependudukan, dan ekonomi. Sedangkan untuk mengkaji seberapa buruk kegagalan keadilan yang
terjadi di Wilayah Blitar, diantara Blitar Utara dan Blitar Selatan masuk dalam kategori ‘rendah’ ke
‘sedang’. Hanya perbedaan kontras dan wajar terjadi pada kenyataan bahwa di Blitar Utara terdapat
Kota Blitar yang sudah jauh lebih berkembang dibandingkan kawasan lainnya.

Meskipun penelitian ini sudah mencapai kesimpulan, masih terdapat adanya keterbatasan.
Pertama, penelitian ini aktif dilakukan selama 1 semester mulai dari proses penyusunan proposal
hingga tugas akhir. Alangkah lebih baik jika penelitian ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama.
Kedua, responden penelitian, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil mungkin tidak mewakili seluruh
persepsi pelaku usaha yang merasa dirugikan karena kurang menyentuh bagian pelaku usaha
informal. Ketiga, kuesioner yang dirancang untuk mengukur kegagalan keadilan tampaknya

menggunakan istilah-istilah yang kurang dimengerti oleh para pelaku usaha.

5.2 Rekomendasi
5.2.1 Rekomendasi Terhadap Pemerintah

Pemerintah seyogyanya mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa membedakan antara
masyarakat yang tinggal di Kota Blitar dan di Kabupaten Blitar. Sehingga dalam pengambilan
keputusan dibutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan
mempertimpangan kebutuhan masyarakat secara lebih adil. Begitu juag dengan masyarakat yang
kurang beruntung menghadapi keterbatasan dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses modal,
lahan, dan persaingan usaha maka dibutuhkan peran pemerintah sebagai pengawal keadilan.
Berkaitan dengan akses modal, Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat berlangsung tepat sasaran
setelah sensus ekonomi di Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 1 — 31 Mei 2016. Nantinya
hasil sensus ekonomi ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait Kredit Usaha

Rakyat (KUR) dan kesejahteraan pelaku usaha.

Diharapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan wilayah berbasis keadilan dapat
dilakukan dengan pemerataan akses kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil tidak hanya di Blitar
Utara, khususnya kecamatan di Kota Blitar melainkan tersebar secara merata di setiap kecamatan
pada Wilayah Blitar. Akses kebutuhan ini berkaitan dengan kebijakan publik yang tidak memihak
sebagian pihak saja. Dalam prakteknya, dibutuhkan pengawasan para praktek pemburu rente agar
masyarakat tidak semakin dirugikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seyogyanya
mampu mendukung peningkatan jumlah produksi usaha. Produksi usaha harus sesegara mungkin
dikembangkan dalam menghadapi persaingan pasar dan pembangunan ekonomi yang merata juga

harus diperhatikan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berimbang.
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Rekomendasi Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha mikro dan kecil juga harus meningkatkan kesadaran tentang kesulitan mereka

agar dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat pelaku usaha sudah sepantasnya mau proaktif

melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi ide usaha. Contohnya menciptakan inovasi UKM yang

menarik konsumen dan mampu bersaing dalam pasar. Masyarakat yang terdiri dari para pelaku usaha

mikro dan kecil ini juga diharapkan memiliki kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi memajukan

iklim usaha baik pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
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Rekomendasi Terhadap Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan dalam pelaksanaan keadilan yang lebih baik bagi para pelaku usaha

mikro dan kecil di Wilayah Blitar dalam fungsi produksi adalah:

Perlu penelitian lanjutan yang tidak hanya sekedar melihat permasalahan secara makro saja,
tetapi lebih pada aspek mikro untuk menganalisis lebih mendalam tentang permasalahan
dalam produktivitas usaha mikro dan kecil, antara lain penelitian terkait rendahnya akses
pelaku usaha mikro dan kecil untuk memulai usaha baru sementara akses modal berupa
program pinjaman modal dari lembaga keuangan telah dilakukan

Salah satu isu terkait persaingan usaha antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku
usaha menengah adalah praktek para pemburu rente yang dapat ditemui hingga ke pelosok
desa. Praktek tersebut dirasakan dapat mempengaruhi produktivitas usaha kecil. Sehingga
perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam yang membahas sejauh mana dampak kehadiran
pemburu rente terhadap keberlangsungan operasional usaha-usaha mikro dan kecil

Kajian potensi bidang usaha yang dominan dapat dikembangkan di Blitar Utara dan Blitar
Selatan. Sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk
meningkatkan produktivitasnya. Dan dampak utama yang diharapkan adalah dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wilayah Blitar.
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